
Bab 4-HUKUM PERIKATAN 
Hukum Perikatan 

1. Pengertian 
Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara duaorang atau lebih, yang 
terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhakatas prestasi dan 
pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu. 

2. Dasar hukum perikatan 
Sumber-sumber hukum perikatan yang ada di Indonesia adalah perjanjian dan 
undang-undang, dan sumber dari undang-undang dapat dibagi lagi menjadi 
undang-undang melulu dan undang-undang dan perbuatan manusia. Sumber 
undang-undang dan perbuatan manusia dibagi lagi menjadi perbuatan yang 
menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum. 

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUH Perdata terdapat tiga sumber adalah 
sebagai berikut : 
1. Perikatan yang timbul dari persetujuan ( perjanjian ) 
2. Perikatan yang timbul dari undang-undang 
3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar 
hukum (onrechtmatige daad) dan perwakilan sukarela ( zaakwaarneming ) 

Sumber perikatan berdasarkan undang-undang : 
1. Perikatan ( Pasal 1233 KUH Perdata ) : Perikatan, lahir karena suatu 
persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan ditujukan untuk 
memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. 
2. Persetujuan ( Pasal 1313 KUH Perdata ) : Suatu persetujuan adalah suatu 
perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang 
lain atau lebih. 
3. Undang-undang ( Pasal 1352 KUH Perdata ) : Perikatan yang lahir karena 
undang-undang timbul dari undang-undang atau dari undang-undang sebagai 
akibat perbuatan orang. 
Asas hukum perikatan 

3.  Azas-azas dalam Hukum Perikatan 
Asas-asas dalam hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata, yakni 
menganut azas kebebasan berkontrak dan azas konsensualisme. 

• Asas Kebebasan Berkontrak 

• Asas konsensualisme 

  

4.  Wanprestasi dan akibat-akibatnya 
Wansprestasi timbul apabila salah satu pihak (debitur) tidak melakukan apa 
yang diperjanjikan. 

Adapun bentuk dari wansprestasi bisa berupa empat kategori, yakni : 



• Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 
• Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan; 
• Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; 
• Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 

  

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk yang 
timbul dari adanya perjanjian yang dibuat oleh satu orang atau lebih dengan 
satu orang atau lebih lainnya (obligatoire overeenkomst) (lihat Pasal 1313 
KUHPerdata). Wanprestasi dikategorikan ke dalam perbuatan-perbuatan sebagai 
berikut (Subekti,“Hukum Perjanjian”): 

Akibat-akibat Wansprestasi 
Akibat-akibat wansprestasi berupa hukuman atau akibat-akibat bagi debitur 
yang melakukan wansprestasi , dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yakni 
1. Membayar Kerugian yang Diderita oleh Kreditur (Ganti Rugi) 

2. Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan Perjanjian 
Di dalam pembatasan tuntutan ganti rugi telah diatur dalam Pasal 1247 dan 
Pasal 1248 3. Peralihan Risiko 

5. Hapusnya Perikatan 
Pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan sepuluh cara 
hapusnya suatu perikatan. 

Cara-cara tersebut : 

1. Pembayaran 
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan penitipan 
3. Pembaharuan hutang 
4. Perjumpaan hutang atau kompensasi 
5. Percampuran hutang 
6. Pembebasan Hutang 
7. Musnahnya barang yang terhutang 
8. Kebatalan/pembatalan 
9. Berlakunya suatu syarat batal 
10.  Lewatnya waktu 

  

 


